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WALIKOTA BUKITTINGGI 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR : 4 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 01 

TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 

BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Unit Layanan pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu dilakukan pengaturan kembali 

terhadap Kelompok Kerja (Pokja) yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi saat ini dan untuk itu perlu dilakukan perubahannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota 

Bukittinggi; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

20); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)  
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sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / 

Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 35 Tahun 2011); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006;  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05); 

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2006 Nomor 08); 

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03); 

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 01 TAHUN 

2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN 

PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA 

BUKITTINGGI. 

 

Pasal 1 

 

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bukittinggi, diubah sebagai 

berikut : 

 

Pasal 7 

 

Perangkat organisasi ULP ditetapkan sebagaimana berikut : 

(1) Organisasi ULP terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sekretaris; 

c. Kelompok Kerja (Pokja) 

Keanggotaan Pokja ditetapkan untuk : 

1. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai di atas  

Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 

 (lima puluh juta rupiah) 

d.  Sekretariat. 

 

(2) Susunanan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota 

Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat diubah dan atau 

disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi.  

 

 

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2008 Nomor 07); 

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun2008 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota 

Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 

11); 

24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 

12); 

25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 

Nomor 13); 

26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kejra Kecamatan dan Kelurahan 

Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 

Nomor 14); 
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Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 

 

Ditetapkan  : Bukittinggi  

Pada Tanggal  : 7 Maret 2012 

 

 
 

Diundangkan di : Bukittnggi 

Pada Tanggal  : 7 Maret 2012 

 

  
 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


